
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT  
 

KOMISI I DPR RI 
 

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN 
KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN 
ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA 
SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 
(BSSN)  
 
 

Rapat ke  :  28 (dua puluh delapan)  
Tahun Sidang : 2018-2019 
Masa Persidangan :  I 
Jenis Rapat   :  Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan 

Informatika RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut LPP RRI dan 
Dirut LPP TVRI.  

Hari, Tanggal :  Selasa, 23 Oktober 2018 
Pukul :  14.00 WIB  
Sifat Rapat :  Terbuka   

Pimpinan Rapat :  Ir. H. Satya Widya Yudha, ME., Wakil Ketua Komisi I DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Suprihartini, S.I.P. M.Si., Kabag Set. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1       
                       Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara  : Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Kementerian Komunikasi dan Informatika 

R.I., LPP RRI, dan LPP TVRI T.A. 2019 
Hadir :  1.   ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI 
    2.  a. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara;   

b.  Dirut LPP RRI, Mohamad Rohanuddin;  
c. Dirut LPP TVRI, Helmy Yahya; 
beserta jajarannya. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat 
pada pukul WIB 15.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan RDP Komisi I DPR RI 

dengan Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 dengan 
acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ir. H. 
Satya Widya Yudha, M.E. 
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II. KESIMPULAN  
 

1. Komisi I DPR RI dapat menyetujui pagu alokasi anggaran Kemkominfo T.A. 2019 sebesar 
Rp5.380.355.088.000,- (lima triliun tiga ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh lima juta 
delapan puluh delapan ribu rupiah), yang di dalamnya terdapat pagu alokasi anggaran Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), dan Dewan Pers 
dengan perincian sebagai berikut: 
1) KPI Pusat sebesar Rp53.534.130.788,- (lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta 

seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) 

2) KI Pusat sebesar Rp18.655.080.314,- (delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta 

delapan puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) 

3) Dewan Pers sebesar Rp22.544.269.321,- (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat 

juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) 

 
2. Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di 

Kemkominfo, Komisi I DPR RI menyetujui adanya penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran 
antar unit di Kemkominfo terkait dengan perubahan SOTK tersebut, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo berkoordinasi dengan KI Pusat terkait dengan permohonan 

penambahan anggaran KI Pusat sebesar Rp 8.000.000.000 (Delapan Miliar Rupiah) guna 
mengoptimalkan rencana kerja/program KI Pusat TA 2019, dan dilaporkan hasilnya ke Komisi I 
DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2018.   

 
4. Komisi I DPR RI dapat menyetujui pagu alokasi anggaran LPP RRI T.A. 2019 sebesar 

Rp994.120.111.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh juta seratus 
sebelas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI sebesar 

Rp165.710.269.000,- (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus enam 

puluh sembilan ribu rupiah). 

b. Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik sebesar Rp828.409.842.000,- (delapan 

ratus dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu 

rupiah). 

 
5. Berkaitan dengan adanya pembatasan (capping) oleh Kementerian Keuangan terhadap Belanja 

Barang LPP RRI T.A. 2019 sebesar Rp285.800.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar 
delapan ratus juta rupiah) dari kebutuhan belanja barang sebesar Rp347.704.060.000,- (tiga ratus 
empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta enam puluh ribu rupiah) dan mengingat kebutuhan 
pentingnya belanja barang untuk memenuhi kebutuhan siaran LPP RRI, Komisi I DPR RI 
menyetujui usulan LPP RRI agar selisih anggaran sebesar Rp61.904.060.000,- (enam puluh satu 
miliar sembilan ratus empat juta enam puluh ribu rupiah) dapat dikembalikan ke dalam belanja 
barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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6. Komisi I DPR RI dapat menyetujui pagu alokasi anggaran LPP TVRI T.A. 2019 sebesar 

Rp951.021.692.000,- (sembilan ratus lima puluh satu miliar dua puluh satu juta enam ratus 

sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp242.294.133.000,- (dua ratus empat puluh dua 

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran sebesar Rp708.727.559.000,- (tujuh ratus 

delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). 

 
7. Sehubungan dengan belum terdukungnya anggaran untuk recovery pembangunan stasiun LPP 

TVRI yang terkena bencana gempa, Komisi I DPR RI mendukung agar pemenuhan kebutuhan 
anggaran untuk kegiatan tersebut dapat diajukan dalam APBN-P LPP TVRI T.A. 2019.  

  
8. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo, LPP RRI, dan LPP TVRI agar dalam penggunaan anggaran 

T.A. 2019 senantiasa mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan negara. 
 
 
 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 19.45 WIB. 
 

Jakarta, 23 Oktober 2018 
KETUA RAPAT, 

 
 

TTD. 
 
 

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.Sc. 
A-290 

 
 


